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ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunasn narkooka pada
dasamya bertujuan membenkan efek psikologs atau jera terhadap pengguna
narkotika tu agar penpguna tersebut tidak lagi menggunakan narketika setelah selesal
menjaloni hukuman yvang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia
sebelum penjatuhan sanksi pedana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh
Hukim ada beberapa tahap yang perlu di lakukan tahapan nya dimulai dan tahap
penyelidikan, penyidikan, sampal penuntutan di Fengadilan, Pengadilan berwenang
dalwn memproses setizp perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum nya yang
dilaksanakan oleh hakim melalw persidangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah
Bagaimana pensrapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di
Pengadilan Negeri Padang, Apaksh yang menjadi pertimbangan hakim  dalam
menjatuhkan putusan tethadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan
Mageri Padang, Apa vang menjadi kendala hakim dalam menjatubkan sanksi pidana
techadap pelaku penyalahgunasn narkotika dan cara mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data
primer  dilakukan langsung kelepangan dilakukan dengan wawancara  dan
mempelajari berkas perkara vang ada kaitannya dengan permasalahan yang ditehib
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan hahan lanmnya yang ada kaitannya dengan
penulisan skripsi ini, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim
dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 rahun 1997 tentang Tindak Fidana
Markatika Mamun terdapat beberapa kelemahan didalam Pasal 85 Undang-Undang
Mo, 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika serta tidak diterapkannya sanksi
maksimum vang terdapat dalam Pasal $5 oleh hakim yang mengakibatkan tidak
tercapainya fujuan pemidanaan yaitu sebagi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan
narkotika bagi dirinya sendin. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap
pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasan perimbangan yundis dan sosiologs
vang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukh. Kendala yang
diternui hakim dalam penjatuban pidana terhadap pelaku penyalahpunaan narkotika
ini hanya berupa kendala teknis di persidangan.



DAR I

PEMNDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kejahatan merupakan salah satu dampak keterpurukan
ckonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 vang dikeral dengan
istilgh kesis monster. Sejalan dengan program pemerintah dalam mengupayakan
suatu keadaan vang aman maka diperlukan suatu aturan yang bisa mencegah berhagm
macam kejahatan vang semakin komplek, salah satu upaya vang dilakuken
pemernntah untuk menekan tenadinya kejahatan 1alabh denpan mengeluarkan
peraturan perundang-undangan terbam yaitu Undang-Undang Nomar 22 Tahun 1997
Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Dikeluarkanya pemturan perundang-undangan in1 tidak lepas dan kejahartan
narkotika sudah sangat meresahkan masyarakat yang kothannya tidak saja kalangan
menengah keatas tapl sudah merambah sampai kalangan bawah. Masyvarakat pada
umumnya sudah mengenal narkotika, terutama jenis ganja yvang korbannva tidak saja
melibatkan orang dewasa tapi juga sudah melibatkan anak dibawah wmus,

Dalam wvpava menjadi kota besar, kota Padang merupakan tempat yang
potensial dijadikannya sarang peredaran narkotika, Oleh karena e perlu upaya
penangpulangan terhadap pelaku penyalzhgunaan narkotika bagy dinnya sendin ini.
Salah satunya ialah menerapkan sanksi pidana sesuar dengan apa yang telah diatur

dalam undang-undang.  Karena pencrapan  sankst  pidana  terhadap  pelaku
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penyvalahyumasn narkotika bagt dinnya sendin im dalam  kenyatasnnya bdak
membuat jera pelaku penvalahpunaan tersehot, Hal i disehabkan Hakim dalam
menjatuhkan sanksi prdana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagr dinnya
cendiri relatif lebih ringan dar ancaman sanksi yang terdspat didalam Undang-
Undang Me.22 Tahun 1997 Tentang tindak Pidana Narkotika

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang i dapat dilihat dalam
kansideran menimbang huruf e dan Undang-Undang Momor 22 Tahun 1997, selain
itu dalam Pasal 3 disebutkan pengaturan tentang narkotika berujuan untk

a menjamin ketersediaan narkobka untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan tlmu pengetahuan;

b, mencegah tefadinya penyalahgunaan narkohka; dan

¢. memberantas peredaran gelap narkotika '

Bagi dunia kedokteran atan pengobatan Narkotika merupakan salab satu obat
atau bahan yang sangat bermanfaat dalam preses penyembuhan tetapi hanya terbatas
untuk golongan 11 dan UI. Narketika im dibagl dalam I (hga) pelongan yang
mempunyai potensi mengakibatkan keterpantungan.” Penpguna narketika hanya
dapat menggunakan narkotika secara legalfsah  dengan  sepengetahuan  dan
pengawasan dokter yatu untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan  danfatau

pengembangan ilmu pengetshuan.’

Posul 3 Undeamg-Undang o 22 Tabun 1997 tentang Tindak: Pidano Narkotikn.
: Pusal 2 aviet 2 Undang-Undang Mo 22 Tahun 1997 tentang Tindak Frdona Markotika,
e Pasal 4 Undang-Undang Mo 2E Talun 1997 fentang Tinduk Pidona Markotika,
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, dan hasl penelitan vang penulis

lakukan dapat disimpulkan

L.

b

Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudsh sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang MNo. 22 tahun 1997 tentang
Tindak Pidana MNarkotika Akan tetapi pembenan sanksi yang dilakvkan oleh
Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendin ini
cenderung lebih ningan dan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Perimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengouna atau
pemakar narkotika lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan seorang
Hakim, misalnya perlakuan yang sopan dan seorang pelaku di persidangan,

kehidupan seorang pelaku serta peran pelaku didalam keluarga,

. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

penvalahgumaan narkotika hanya berupa kendala teknis di persidangan. Berupa
kendala senngnya para terdakwa menyangkal dakwean penunsut umuom,
membenkan keterangan berbelit-belit yang mempersulit proses persidangan,

sulimya mendatangkan saksi ke persidangan Kendala terdakwa menyangkal
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dakwaan penuntut umum tersebut diatasi Hakim dengan cara memernntahkan
kepada Jaksa untuk menjawab keberatan dan terdakwa tersebut melalui Replik
dari Jaksa Penuntut Umum, Kendala terdakwa membenkan keterangan berbelit-
belit, Hakim mengatast kendala tersebut denpgan melakukan pemernksaan techadap
alat bukti, Kendala sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan diatasi dengan
memenntahkan Jaksa untuk mendatangkan saksi kepersidangan dengan menunda
sidang. Dan apabila saksi juga tidak hadir di persidangan, Hakim memerintahkan
Taksa untuk membacakan keterangan saksi yang telah disumpah terlebib dahulo

vang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat membenkan sumbangan

pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut

L.

Apar penerapan pidana itu benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal, maka
dirasakan perlu untuk penyempumaan kembali Pasal 35 Undang-Undang No. 22
tentang Tindak Pidana Narkotika. Dan supaya tujuan dad pemidanaan it dapat
dicapai yaitu sebagm efek jera bagi pelaku penyalahgunasn narkotika bagl dirinya
sendiri, Hakim scharusnya menerapkan samksi pidana maksimum yang terdapa
didalam Pasal 85 Undang-Undang Mo. 22 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Perimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalabgunasm
narkotika bagl dinnya sendin 1w hendaklah perimbangan yans didasan oleh
penmbangan  yuridis den twjuan dari pemidasnan. Karepa tidak  jarang

perimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan rasa kemanusiaan dar seorang
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hakim mengakibatkan wjuan dan  penjatuhan hukuman  terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika bagi dinoya sendin i yaitu sebaga ofek jera tidak
tercapan karena ancaman hukuman yang dijatuhkan relatif dngan dan keteentuan
vang terdapat dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 22 tentang Tindak Pidana
MNarkotika.

Kendala teknis di Persidangan yang diternui Hakim dalam penjatuhan pidana
terhadap pelaku penyalahgunasn narkohka bapi dinnya sendin ini sepert sulithya
mendatangkan sakst ke persidangan hamsnya tudak terjadi lag. Karena
pengadilan perlu memberikan rasa aman terhadap saksi yang membenkan
keterangan di persidangan sesuan dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan

korban,
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